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Abstrak Info Artikel 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Indonesia dengan data APBD 33 Provinsi di Indo-

nesia tahun 2016-2018. Hipotesis penelitian diuji dengan Partial Least 

Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh 

negatif terhadap PAD sementara DAK berpengaruh positif terhadap PAD. 

Belanja Modal dapat memediasi pengaruh DAU terhadap PAD. Berdasar-

kan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bahwa DAU yang 

diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat seharusnya dapat 

digunakan untuk meningkatkan Belanja Modal dan akhirnya dapat 

meningkatkan PAD.   

The aims of this study is to examine the effect of General Allocation Funds (DAU) 

and Special Allocation Funds (DAK) on Original Local Government Revenues 

(PAD) in Indonesia using APBD data for 33 provinces in Indonesia for 2016-2018. 

The research hypothesis was tested using the Partial Leas Square structural equation 

model. The results showed that DAU had a negative effect on PAD, while DAK had 

a positive effect on PAD. Capital Expenditures (BM) were able to mediate DAU's 

effects on PAD. Based on the results of this study, the researchers recommend that 

the DAU received by the local government from the central government should be 

used to increase Capital Expenditures (BM) in order to increase PAD.   
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PENDAHULUAN 

Dasar pemikiran munculnya gagasan 

menerapkan otonomi daerah adalah ken-

yataan yang dihadapi oleh pemerintah 

pusat begitu sulitnya menggunakan asas 

sentralisasi dalam menyelenggarakan 

pemerintahan di Indonesia. Sebaran dae-

rah yang begitu luas dan masing-masing 

daerah memiliki potensi ekonomi yang ber-

beda-beda menyebabkan pengelolaan 

ekonomi nasional menjadi tidak efektif dan 

tidak efisien. Salah satu karakteristik 

pengelolaan potensi ekonomi nasional 

yang berasaskan sentralisasi adalah kese-

ragaman kebijakan ekonomi untuk semua 

daerah dalam kesatuan negara Republik 

Indonesia. Sementara potensi ekonomi an-

tara daerah satu dengan daerah yang lain 

tidak sama, sehingga sering kali kebijakan 

ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah 

pusat tidak tepat digunakan pada daerah. 

Akibatnya muncul kesenjangan hasil pem-

bangunan yang dapat dicapai oleh setiap 

daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia ditujukan untuk menciptakan 

kemandirian daerah dalam rangka mem-

bangun daerahnya, termasuk dalam hal 

membiayai pembangunan di daerahnya. 

Undang Undang No. 33 Tahun 2004 se-

bagai landasan yuridis dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. 

Otonomi daerah (OTDA) berarti me-

nyerahkan hak agar kepada pemerintah 

daerah memiliki kekuasaan dalam menen-

tukan cara mengelola ekonominya dengan 

mengacu pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku dalam negara 

kesatuan Republik Indonesia. Ketidak-

merataan potensi ekonomi antara daerah 

satu dengan daerah yang lain diatasi 

dengan kebijakan pemerintah pusat me-

lalui dana perimbangan yang terdiri dari 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Daerah yang 

memperoleh dana perimbangan ini adalah 

daerah yang dinilai mempunyai kemampu-

an keuangan daerah yang rendah 

dibandingkan dengan kebutuhan dana un-

tuk membangun daerahnya. 

Dana transfer dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah bertujuan untuk 

meningkatkan kemandirian daerah. Salah 

satu indikator kemandirian suatu daerah 

adalah kemampuan daerah tersebut mam-

pu membiayai belanja daerahnya 

menggunakan sumber dana yang berasal 

dari daerah itu sendiri. Sumber dana utama 

yang berasal dari daerah itu sendiri adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan 

demikian kemandirian daerah dapat di-

tunjukkan oleh sejauh mana mampu 

menggunakan PAD untuk membiayai bel-

anja daerah. Semakin tinggi kemampuan 

daerah membiayai belanja daerah dengan 

menggunakan PAD menunjukkan ke-

mandirian daerah tersebut semakin tinggi. 

Apabila dana transfer daerah ditujukan un-

tuk meningkatkan kemandirian daerah, 

seharusnya dana transfer daerah tersebut 

mampu meningkatkan PAD. 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 

dana transfer dari pemerintah pusat kepada 

suatu daerah otonom berbentuk bantuan. 

Pemerintah Daerah penerima DAU dapat 

menentukan sendiri penggunaak DAU ter-

sebut. Walaupun penggunaan terhadap 

DAU ditetapkan sendiri oleh daerah pen-

erima, berdasar UU No. 22 Tahun1999 

dan UU No. 25 Tahun 1999, penggunaan 

DAU tersebut diutamakan untuk mem-

biayai pelayanan dasar kepada masyarakat 

di daerah tersebut. UU No. 23 tahun 2014 

mengenai Pemerintahan Daerah diuraikan 

hal-hal yang merupakan pelayanan dasar 

yang menjadi urusan pemerintah daerah. 

DAU merupakan salah satu dari 6 jenis 

dana transfer dari pusat ke daerah, yakni 

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik, Dana Otsus, serta Dana 

Insentif Daerah. DBH dan DAU merupa-

kan Dana Transfer Umum.  
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Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 

salah satu dana alokasi (dana transfer) dari 

pemerintah pusat kepada daerah yang ber-

sumber dari pendapatan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Negara (APBN) untuk 

kepentingan khusus di mana dana ini 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka 

melaksanakan kegiatan yang menjadi pri-

oritas nasional dan kegiatan tersebut dil-

aksanakan oleh pemerintah daerah. DAK 

ini dialokasikan kepada daerah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan program 

pemerintah pusat yang menjadi prioritas 

nasional. Dengan demikian daerah yang 

menerima dana transfer jenis ini hanya 

daerah yang mendukung pelaksanaan pro-

gram pemerintah pusat tersebut. Penentuan 

nilai alokasi DAK kepada setiap daerah 

diperhitungkan dengan menggunakan in-

deks yang didasarkan pada tiga kriteria, 

yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan 

kriteria teknis 

Tidak banyak penelitian yang menguji 

pengaruh DAU dan DAK terhadap PAD. 

Penelitian sebelumnya lebih banyak be-

rusaha untuk menemukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi Pendapatan Asli Dae-

rah, seperti faktor investasi, produk domes-

tik regional bruto, pertumbuhan konsumsi, 

jumlah penduduk, penerimaan pajak, dan 

lainnya. Prana (2015) membuktikan bahwa 

PAD dipengaruhi oleh pertumbuhan kon-

sumsi. Ia tidak menemukan pengaruh sig-

nifikan dari penerimaan pajak. Sementara 

Alwati et al. (2019) menemukan pengaruh 

signifikan dari pengeluaran pemerintah 

daerah, produk domestik regional bruto 

(PDRB) dan juga jumlah penduduk ter-

hadap PAD. Abdillah et al. (2019) hanya 

mampu membuktikan pengaruh positif dan 

signifikan dari PDRB dan jumlah pelang-

gan listrik terhadap PAD. 

Peneliti lainnya juga menemukan 

pengaruh positif dan signifikan PDRB ter-

hadap PAD dan menemukan pengaruh 

PAD terhadap belanja modal. Ia juga ber-

hasil menemukan pengaruh mediasi PAD 

terhadap hubungan PDRB dengan belanja 

modal (Khaledayea, 2019). Suarjana et al. 

(2019) membuktikan pengaruh positif dan 

signifikan dari kunjungan wisatawan asing 

dan pertumbuhan ekonomi terhadap PAD. 

Sementara itu, peneliti lain tidak 

menemukan bahwa PAD dipengaruhi oleh 

jumlah kunjungan wisatawan. Ia hanya 

menemukan bahwa PAD dipengaruhi oleh 

jumlah penduduk dan tingkat hunian hotel 

(Pratama et al., 2019). Ririn et al., (2014) 

membuktikan pengaruh signifikan dari in-

vestasi dan PDRB terhadap PAD.  

Penelitian ini bertujuan untuk mem-

peroleh bukti empiris pengaruh dana trans-

fer terhadap kemandirian daerah dalam 

membiayai kebutuhan belanja daerah un-

tuk melaksanakan pemerintahan dan pem-

bangunan di daerah. Dana transfer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Da-

na alokasi Umum dan Dana Alokasi Khu-

sus. Tingkat kemandirian daerah dalam 

membiayai kebutuhan belanja daerah ada-

lah Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, 

penelitian ini juga ditujukan untuk 

menemukan bukti empiris kemampuan 

Belanja Modal memediasi pengaruh Dana 

Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

Salah satu komponen pengeluaran 

pada APBD adalah Belanja Modal. Belanja 

Modal adalah pos belanja pada APBD un-

tuk membeli asset tetap dan asset lainnya 

dan dapat digunakan dalam waktu lebih 

dari satu tanun. Belanja modal yang 

digunakan untuk memelihara dan mem-

bangun infrastruktur akan mendukung 

perkembangan kegiatan ekonomi daerah. 

Dengan demikian belanja modal diharap-

kan mampu meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. 

Peneliti sebelumnya telah berusaha 

menemukan pengaruh belanja modal ter-

hadap PAD. Rina (2017) membuktikan 

bahwa belanja modal mempunyai 
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pengaruh signifikan terhadap PAD. Dar-

wanis & Saputra (2014) juga menemukan 

hasil yang sama, bahwa belanja modal 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap PAD. Ia juga menemukan PAD 

mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah desa. Sementara itu, terdapat 

temuan yang menunjukkan bahwa belanja 

modal tidak berpengaruh signifikan ter-

hadap PAD (Ririn et al., 2014). 

L I T E R A T U R  R E V I E W  D A N 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Dalam sistem pemerintahan bersifat 

desentralistik, pemerintahan daerah diara-

hkan untuk dapat mengurus dirinya 

sendiri. Pelaksanaan pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah direncanakan 

dan dilaksanakan serta dibiayai sendiri 

oleh pemerintah daerah. Daerah dituntut 

untuk melaksanakan pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah secara mandiri. 

Pada kenyataannya tidak semua daerah 

mampu membiayai  pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan dae-

rahnya mengandalkan pembiayaan yang 

berasal dari daerah. Hal ini dikarenakan 

kemampuan daerah satu dengan daerah 

yang lainnya berbeda. Dalam rangka men-

ciptakan kemerataan kemampuan daerah 

dalam membiayai pelaksanaan pemerinta-

han daerah dan pembangunan daerah, 

pemerintah pusat menyediakan dana trans-

fer daerah, baik yang berbentuk dana trans-

fer umum maupun dana transfer bersifat 

khusus. 

 Dana transfer yang bersifat umum 

adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang di-

alokasikan untuk daerah dalam rangka 

menciptakan keseimbangan kemampuan 

keuangan daerah antara daerah satu 

dengan daerah lain dalam rangka mem-

biayai pelaksanaan pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah. Contoh dana 

transfer daerah yang bersifat umum adalah 

Dana Alokasi Umum. Besarnya nilai DAU 

didasarkan atas dasar celah fiskal dan alo-

kasi dasar. Untuk menentukan kebutuhan 

DAU setiap daerah didasarkan atas kebu-

tuhan daerah (fiscal need) dan potensi yang 

dimiliki daerah (fiscal capacity) (Badrudin, 

2017). 

Dana transfer yang bersifat khusus 

adalah dana yang dialokasikan dalam Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara 

kepada daerah dengan tujuan membantu 

kegiatan khusus, baik untuk mendanai bel-

anja fisik maupun non fisik yang merupa-

kan urusan daerah dan sesuai dengan prior-

itas nasional. Contoh dana dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah yang ter-

masuk dana transfer khusus ini adalah Da-

na Alokasi khusus. Semua dana transfer ke 

daerah, baik dana transfer umum maupun 

dana transfer khusus diharapkan mampu 

meningkatkan kemandirian daerah.  

Kemandirian daerah dapat dilihat dari 

sejauhmana kemampuan daerah mampu 

membiayai belanja daerah untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

kegiatan pembangunan daerah. Dana yang 

digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah dapat berasal 

dari pendapatan daerah sendiri dan dapat 

pula berasal dari dana transfer pemerintah 

pusat. Dana yang berasal dari pemerintah 

pusat berfungsi sebagai pelengkap saja, se-

dangkan sumber utama dana berasal dari 

pendapatan dari daerah sendiri, yaitu Pen-

dapatan Asli Daerah. Dana transfer dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah dae-

rah terutama ditujukan untuk meningkat-

kan kemandirian daerah dalam rangka 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan menyelenggarakan pem-

bangunan daerah. Oleh karena itu, dana 

transfer daerah dikatakan efektif apabila 

dana transfer tersebut mampu meningkat-

kan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan 

Asli Daerah merupakan semua penerimaan 

yang diperoleh pemerintah daerah ber-
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sumber dari potensi yang dimiliki wila-

yahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah (Siregar, 2015). 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada-

lah pendapatan daerah diperoleh dari pun-

gutan dari daerah berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang

-undangan yang berlaku. PAD adalah 

wujud dari pemberian kewenangan oleh 

pemerintah pusat untuk suatu pemerintah 

daerah yang akan digunakan untuk men-

danai pelaksanaan otonomi daerah dalam 

rangka menjalankan sistem pemerintahan 

yang berbentuk desentralisasi. Jenis PAD 

dijabarkan dalam Permendagri No. 13 Ta-

hun 2006, meliputi empat jenis pendapa-

tan, terdiri dari pajak daerah, retribusi dae-

rah, hasil perusahaan milik daerah, dan 

hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pemanfaatan dana transfer 

pemerintah pusat kepada pemerintah dae-

rah berupa DAU dan DAK melalui 

pengaruh DAU dan DAK terhadap PAD 

dan pengaruh DAU terhadap PAD melalui 

Belanja Modal (BM). Dana transfer dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah dae-

rah diharapkan mampu meningkatkan 

PAD yang berarti daoat meningkatkan ke-

mandirian daerah dalam membiayai 

pengekuaran daerah. 

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

DAU adalah transfer dana dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah bae-

rah penerima yang bersifat block grant. 

Artinya penggunaan DAU tersebut dis-

erahkan sepenuhnya kepada pemerintah 

daerah penerima dan tidak perlu membuat 

laporan pertanggungjawaban kepada 

pemerintah pusat. Pemerintah memiliki 

keleluasaan dalam penggunaan DAU 

sesuai dengan prioritas daerah. Dalam UU 

No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 

1999 menyatakan penggunaan DAU diuta-

makan untuk pembiayaan pelayanan dasar 

kepada masyarakat. DAU berfungsi se-

bagai pelengkap pembiayaan daerah kare-

na kemampuan sumber pembiayaan dae-

rah lebih rendah daripada kebutuhan dana 

yang berasal dari daerah untuk 

melaksanakan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah. 

DAU berperan sebagai sumber pem-

biayaan pelengkap untuk sumber pem-

biayaan dari daerah sendiri. DAU teruta-

ma digunakan untuk meningkatkan pela-

yanan kepada masyarakat. Ketika pela-

yanan pemerintah daerah kepada masyara-

kat meningkan maka aktivitas perekonomi-

an di daerah tersebut. Peningkatan aktivi-

tas perekonomian daerah memungkinkan 

pemerintah daerah dapat pemingkatkan 

penerimaan daerah. Jadi DAU diharapkan 

dapat memberikan stimulus kepada daerah 

untuk dapat meningkatkan pendapatan 

yang berasal dari daerah. Berdasarkan ura-

ian tersebut penelitian ini merumuskan 

hipotesis pertama sebagai berikut.  

H1: DAU berpengaruh positif terhadap 

PAD 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Dana Alokasi Khusus merupakan sa-

lah satu jenis dana transfer dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah. DAK 

adalah penerimaan daerah dari pemerintah 

pusat untuk membiayai kegiatan khusus di 

daerah yang kegiatan tersebut merupakam 

prioritas nasional. Sumber dari DAK ini 

adalah APBN. Program prioritas nasional 

diusulkan oleh menteri teknis yang termuat 

dalam Rencana Kerja Pemerintah. Pro-

gram prioritas nasional meliputi 19 bidang. 

Dasar hukum pengalokasian Dana Alokasi 

Khusus ini adalah UU No. 33 Tahun Ta-

hun 2004 dan Perpu No. 55 Tahun 2005 

mengenai dana perimbangan. 
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DAK merupakan dana yang diterima 

daerah dari pemerintah untuk membiayai 

belanja daerah, baik fisik maupun non fisik 

yang berhubungan dengan program priori-

tas pemerintah pusat. Pembiayaan yang 

bersumber dari DAK ini mampu mening-

katkan pelayanan pemerintah daerah kepa-

da masyarakat. Peningkatan pelayanan 

pemerintah daerah kepada masyarakat 

akan berdampak pada meningkatnya 

kegiatan ekonomi masyarakat di daerah 

tersebut dan pada akhirnya pemerintah 

daerah dapat meningkatkan pendapatan 

yang berasal dari daerah. Penjelasan di atas 

dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan 

hipotesis yang kedua penelitian ini sebagai 

berikut.   

H2: DAK berpengaruh positif terhadap 

PAD. 

Belanja Modal memediasi Pengaruh Dana 

alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Belanja modal merupakan belanja 

daerah untuk asset yang memiliki umur 

penggunaan dalam jangka waktu lebih dari 

satu tahun anggaran dan belanja tersebut 

berakibat menambah aset atau kekayaan 

daerah. Pengeluaran ini berakibat menam-

bah belanja yang bersifat rutin, misalnya 

biaya operasi dan pemeliharaan. Aset tetap 

memiliki sifat berwujud adalah akan 

menambah aset pemerintah, mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan 

nilainya relatif material. Sedangkan sifat 

aset lainnya adalah tidak berwujud, akan 

menambah aset pemerintah, mempunyai 

masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan 

nilainya relatif material. Sifat belanja mod-

al adalah menambah asset pemerintah dae-

rah, melebihi batasan minimal kapitalisasi 

aset tetap atau aset lainnya yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dan perole-

hannya direncanakan untuk digunakan dan 

bukan untuk dijual. 

 Belanja modal daerah akan dapat 

meningkatkan kemampuan pemerintah 

melaksanakan pemerintahan dan pem-

bangunan di daerahnya, sebab belanja 

modal merupakan pengeluaran pemerintah 

daerah untuk membeli asset tetap dan asset 

lainnya yang akan digunakan untuk 

melaksanakan pemerintahan dan pem-

bangunan di daerah. Belanja Modal dapat 

mendorong perkembangan aktivitas 

perekonomian daerah dan pada akhirnya 

pemerintah daerah dapat meningkatkan 

PAD. 

DAU merupakan dana transfer dari 

pemerintah pusat ke pada pemerintah dae-

rah dalam bentuk block grant, sehingga 

pemerintah daerah memiliki keleluasaan 

dalam mengalokasikan dana tersebut 

sesuai dengan prioritas daerah. DAU akan 

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Dae-

rah apabila penggunaan dari DAU tersebut 

kepada pengeluaran yang dapat berdampak 

mterhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. Belanja modal merupakan jenis 

pengeluaran daerah yang dapat menambah 

asset pemerintah daerah. Peningkatan asset 

yang dimiliki daerah dapat berdampak pa-

da peningkatan PAD. Dengan demikian 

apabila DAU tersebut digunakan untuk 

meningkatkan belanja modal daerah akan 

berdampak pada PAD. 

Tuasikal  (2008) menemukan 

pengaruh signifikan dari DAU terhadap 

belanja modal. Mawarni et al. (2013) dan 

Adyatma & Oktaviani (2015) juga mem-

buktikan bahwa DAU mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja modal. Demikian juga dengan 

Nurzen & Riharjo (2016) yang membuk-

tikan bahwa belanja modal dipengaruhi 

oleh DAU. Juniawan & Suryantini (2018) 

bahkan menemukan bukti bahwa DAU 

dan DAK dapat mempengaruhi belanja 

modal secara signifikan. Sementara Rina 

(2017) membuktikan pengaruh signifikan 

belanja modal terhadap PAD. Walaupun 

demikian, terdapat temuan yang menun-
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jukkan bahwa belanja modal tidak ber-

pengaruh signifikan terhadap PAD (Ririn 

et al., 2014). Berdasarkan uraian di atas 

penelitian ini merumuskan hipotesis ke tiga 

adalah sebagai berikut. 

H3: Belanja Modal memediasi pengaruh 

DAU terhadap PAD   

Hubungan pengaruh antara variabel 

independen (DAU dan DAK), variabel 

moderasi (BM), dan variabel dependen 

(PAD) digambarkan ke dalam model 

penelitian sebagai berikut. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dari BPS. Data penelitian ini 

menggunakan data Pendapatan Asli Dae-

rah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja 

Modal (BM) semua provinsi di Indonesia, 

kecuali provinsi Daerah Khusus Ibukota 

(DKI), tahun 2016-2018. Provinsi DKI tid-

ak diikutsertakan pada penelitian ini kare-

na mulai tahun 2018 provinsi DKI sudah 

tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus. 

Dengan demikian penelitian ini 

menggunakan data 33 provinsi tahun 2016, 

2017, dan 2018. Data penelitian ini di-

peroleh dari laman BPS tahun 2019. Model 

yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian menggunakan model struktural 

yang diperoleh dengan menggunakan Par-

tial Least Square (PLS). Alasan 

penggunaan model PLS dalam penelitian 

ini adalah karena lemahnya dukungan teor-

itis dan hasil penelitian sebelumnya tentang 

pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, serta Belanja Modal daerah mam-

pu memediasi pengaruh Dana Alokasi 

Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Model PLS dengan pendekatan varians co-

cok digunakan untuk penelitian yang 

menggunakan model struktural yang bersi-

fat exploratory. 

Nilai statistik yang diperlukan untuk 

menguji hipotesis penelitian dan membuat 

model struktural menggunakan program 

SmartPLS 3.0. Analisis statistik dilakukan 

melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah 

mengukur kelayakan model estimasi me-

lalui nilai R Square, nilai Effect size f 

Square, dan uji kolinearitas menggunakan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Mod-

el struktural yang memiliki nilai R Square 

(R2) = 0,67 atau lebih digolongkan semua 

variabel independen memiliki kemampuan 

kuat (substantif) dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen. Model struktural yang 

memiliki nilai R Square (R2) = 0,33 digo-

longkan moderat, dan yang memiliki nilai 

R Square (R2) = 0,19 digolongkan lemah. 

Model structural yang memiliki nilai R 

Square (R2) kurang dari 0,19 menunjukkan 

semua variabel independen dalam model 

struktural tidak memiliki kemampuan un-

tuk menjelaskan variasi variabel dependen. 

Variabel independen yang memiliki nilai 

Effect size f Square = 0,35 atau lebih 

menunjukkan kemampuan variabel inde-

penden tersebut menjelaskan variasi varia-

bel dependen digolongkan tinggi, nilai ef-

fect size f Square = 0,15 atau lebih digo-

longkan moderat, sedangkan nilai effect 

size f Square = 0,02 digolongkan rendah. 

Collinearity Statistics (VIF) berisi nilai 

statistik yang digunakan untuk menguji ko-

relasi linear antar variabel independen. Da-

lam model regresi berganda, adanya masa-

lah multikolinearitas dalam model me-

nyebabkan model tersebut tidak efisien. 

Model yang dihasilkan merupakan model 

yang palsu, sehingga jika digunakan untuk 

membuat kesimpulan akan menghasilkan 
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kesimpulan yang menyesatkan. Suatu mod-

el struktural dapat disimpulkan tidak 

mengandung masalah multikolinearitas 

apabila nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) kurang dari 5. 

Tahap kedua adalah menguji hipotesis 

penelitian menggunakan nilai t hitung dan 

nilai probabilitas koefisien jalur masing-

masing variabel independen dan variabel 

mediasi. Path Coefficients berisi nilai 

koefisien jalur dari variabel dependen kepa-

da variabel independen, nilai statistik t, dan 

nilai probabilitas. Nilai t statistik dan nilai 

probabilitas digunakan untuk menguji 

pengaruh suatu variabel independen ter-

hadap variabel dependen. Suatu variabel 

independen yang memiliki nilai t statistik 

lebih dari nilai t tabel (nilai t tabel untuk α 

= 5% adalah sekitar 1,96) menunjukkan var-

iabel independen tersebut berpengaruh ter-

hadap variabel dependen.  

Uji pengaruh suatu variabel inde-

penden terhadap variabel dependen juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas 

suatu variabel independen lebih kecil da-

ripada tingkat signifikansi yang digunakan 

(α) menunjukkan variabel independen ter-

sebut berpengaruh terhadap variabel de-

penden. Untuk mengetahui apakah suatu 

variabel independen berpengaruh positif 

atau berpengaru negatif terhadap variabel 

dependen dapat dilihat dari tanda koefisien 

jalur (path coefficient)-nya. Jika suatu vari-

abel independen memiliki koefisien jalur 

bertanda positif (+) menunjukkan variabel 

independen tersebut berpengaruh positif. 

Sebaliknya, jika suatu variabel independen 

memiliki koefisien jalur bertanda negatif (-) 

menunjukkan variabel independen tersebut 

berpengaruh negatif.  

 Uji variabel moderasi dilakukan me-

lalui Specific Indirects Effect. Jika nilai t 

statistik pengaruh tidak langsung lebih dari 

nilai t tabel (nilai t tabel untuk α = 5% ada-

lah sekitar 1,96) menunjukkan variabel ter-

sebut dapat memediasi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya jika nilai t statistik pengaruh 

tidak langsung kurang lebih dari nilai t 

tabel (nilai t tabel untuk α = 5% adalah seki-

tar 1,96) menunjukkan variabel tersebut 

tidak dapat memediasi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Uji sebuah variabel dapat memediasi 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan nilai probabilitas. 

Jika nilai probabilitas pengaruh tidak lang-

sung lebih kecil daripada tingkat signifikan-

si yang digunakan (α) menunjukkan varia-

bel tersebut dapat memediasi pengaruh var-

iabel independen terhadap variabel de-

penden.  

Tahap ke tiga adalah mengukur rele-

vansi model struktural untuk mengestimasi 

parameter populasinya menggunakan atau 

Q2 predictive relevance yang digunakan 

untuk memvalidasi model struktural. Nilai 

Q2 predictive relevance mengukur sebera-

pa baik nilai observasi dihasilkan oleh 

model dan juga estimasi parameternya. Ji-

ka suatu model struktural memiliki nilai 

Q2 yang lebih besar dari 0 menunjukkan 

bahwa model struktural tersebut memiliki 

predictive relevance yang berarti model 

struktural tersebut dikategorikan baik un-

tuk menaksir parameternya. Sedangkan 

model struktural yang memiliki nilai Q2 

kurang dari 0 menunjukkan model tidak 

memiliki predictive relevance yang berarti 

model struktural tersebut tidak baik untuk 

mengestimasi parameternya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Gambar 2 menunjukkan jalur 

pengaruh DAU dan DAK kepada PAD 

dan pengaruh tidak langsung DAU kepada 

PAD melalui BM.  
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Nilai koefisien jalur pengaruh lang-

sung DAU terhadap PAD adalah -0,170. 

Nilai koefisien jalur pengaruh DAU ter-

hadap BM adalah 0,564 dan nilai koefisien 

jalur pengaruh MB terhadap PAD adalah 

0,158. Nilai koefisien jalur pengaruh DAK 

terhadap PAD adalah 0,967. 

 Penelitian ini menggunakan DAU 

dan DAK sebagai faktor yang 

mempengaruhi PAD. Sedangkan BM ber-

fungsi sebagai variabel mediasi. Untuk 

mengukur besarnya peranan DAU dan 

DAK sebagai factor yang menjelaskan vari-

asi PAD menggunalan nilai R Square. 

Tabel 1 berikut ini menunjukkan nilai R 

Square model struktural estimasi pengaruh 

DAU dan DAK terhadap PAD dan 

pengaruh DAU terhadap PAD dimediasi 

oleh BM.  

Nilai R Square dari model struktural 

hasil perhitungan adalah 0,932 artinya bah-

wa DAU, DAK, dan BM memiliki ke-

mampuan yang kuat dalam menjelaskan 

variasi PAD. Nilai R Square = 0,932 ini 

menunjukkan kontribusi DAU, PAD, dan 

BM terhadap perubahan PAD. 

Kontribusi parsial DAU, DAK, dan 

BM terhadap perubahan PAD 

menggunakan Effect size f Square. Tabel 2 

berikut ini berisi nilai f Square model struc-

tural yang dihasilkan.  

Nilai f Square DAU kepada PAD ada-

lah 0,205 menunjukkan kontribusi DAU 

terhadap perubahan PAD termasuk ke da-

lam kategori cukup baik. Nilai f Square 

DAK kepada PAD adalah 5,249 menun-

jukkan kontribusi DAK terhadap peru-

bahan PAD termasuk ke dalam kategori 

tinggi. Nilai f Square BM kepada PAD 

adalah 0,192 menunjukkan kontribusi 

DAU terhadap perubahan PAD termasuk 

ke dalam kategori cukup baik.  

Model struktural yang dibangun 

memiliki dua buah variabel independen, 

yaitu DAU dan DAK. Model struktural 

yang baik jika antara DAU dan DAK tidak 

memiliki korelasi linear yang kuat. Ukuran 

yang digunakan untuk mengidentifikasi 

adanya korelasi linear yang kuat dalam 

model structural adalah nilai variance infla-

tion factor (VIF). Tabel 3 berikut ini berisi 

nilai VIF variabl DAU dan DAK pada 

model structural.  

Besarnya nilai VIF model struktural 

untuk variabel DAU adalah 2,605 dan un-

tuk variabel DAK adalah 2,071. Nilai VIF 

kedua variabel tersebut kurang dari 5. Ber-

dasarkan nilai VIF ini menunjukkan bahwa 

tidak terjadi korelasi linear yang kuat anta-

ra DAU dan DAK dalam model struktural.  
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Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pemanfaatan dana transfer dari pusat ke 

daerah yang terdiri-dari Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dalam rangka meningkatkan ke-

mandirian daerah melalui pengaruh DAU 

dan DAK terhadap Pendapatan Asli Dae-

rah (PAD) dan peran Belanja Model (BM) 

dalam memediasi pengaruh DAU terhadap 

PAD. Tabel 4 berikut ini berisi koefisien 

jalur, nilai t statistk, dan nilai probabilitas 

pengaruh DAU dan DAK terhadap PAD 

dan pengaruh DAU terhadap PAD dimedi-

asi oleh BM. 

Hasil perhitungan menunjukkan nilai 

probabilitas pengaruh DAU terhadap PAD 

adalah 0,005 kurang dari tingkat signikansi 

yang digunakan dalam penelitian ini ada-

lah 0,05. Demikian juga nilai probabilitas 

pengaruh DAK terhadap PAD adalah 

0,000 dan pengaruh DAU terhadap PAD 

dimediasi oleh BM adalah 0,001 kurang 

dari tingkat signifikasi yang digunakan ada-

lah 0,05.  

Kemampuan model struktural mem-

prediksi pengaruh PAD dan DAK ter-

hadap PAD dan pengaruh DAU terhadap 

PAD dimediasi oleh BM diukur dengan 

menggunakan Q Square Predictive Rele-

vance. Hasil perhitungan menunjukkan 

nilai R Square Predictive Relevance model 

structural adalah 0,897. 

Pembahasan 

Model struktural yang diperoleh dari 

hasil perhitungan dievaluasi untuk memas-

tikan model tersebut layak digunakan un-

tuk menguji hipotesis penelitian. Evaluasi 

terhadap model structural menggunakan 

niai R Square, f Square, dan variance infla-

tion factor (VIF). Nilai R Square model 

struktural adalah 0,932 termasuk ke dalam 

kategori tinggi. Nilai f square untuk varia-

bel DAU adalah 0,205 termasuk ke dalam 

kategori moderat dan nilai f Square untuk 

variabel DAK adalah 5,249 termasuk ke 

dalam kategori tinggi. Nilai VIF untuk var-

iabel DAU adalah 2,605 dan untuk varia-

bel DAK adalah 2,071 kurang dari 5 

menunjukkan tidak terdapat masalah mul-

tikolinearitas dalam model struktural. Nilai 

koefisien jalur pengaruh langsung DAU 

terhadap PAD adalah - 0,170 dan nilai 

koefisien jalur pengaruh tidak langsung 

DAU terhadap PAD adalah (0,564 ´ 0,158) 

adalah 0,089. Nilai koefisien jalur 

pengaruh DAK terhadap PAD adalah 

0,967. 

 Penelitian ini merumuskan 3 buah 

hipotesis. Hipotesis 1 pada penelitian ini 

menyatakan bahwa DAU berpengaruh 

positif terhadap PAD. Model estimasi yang 

diperoleh memiliki nilai koefisien jalur – 

0,170 dengan nilai probabilitas t statistic 

sebesar 0,005 lebih kecil daripada tingkat 

signifikansi yang digunakan dalam 

penelitian ini sebesar 0,05. Hasil pengujian 

signifikan dengan tanda koefisien jalur 

yang bertanda negatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa DAU berpengaruh 

negatif terhadap PAD. Hipotesis 1 pada 

penelitian ini tidak terbukti. Nilai koefisien 

jalur DAU terhadap PAD pada model 

struktural bertanda negatif menunjukkan 

bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap 

PAD. Artinya, apabila DAU meningkat 

akan menyebabkan PAD menurun. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan temuan 

Frelistiyani (2010) bahwa DAU ber-

pengaruh positif terhadap PAD. 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa DAK 

berpengaruh terhadap PAD. Nilai probabil-
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itas t statistik DAK pada model struktural 

adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 

tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pen-

gujian menolak hipotesis nol yang menya-

takan bahwa DAK tidak berpengaruh ter-

hadap PAD. Hasil penelitian ini membuk-

tikan bahwa DAK berpengaruh terhadap 

PAD. Hipotesis 2 pada penelitian ini ter-

bukti. Nilai koefisien jalur DAK terhadap 

PAD bertanda positif menunjukkan bahwa 

DAK berpengaruh positif terhadap PAD. 

Artinya, apabila DAK meningkat akan me-

nyebabkan PAD meningkat.  

Hipotesis 3 penelitian ini menyatakan 

bahwa Belanja Modal (BM) dapat memedi-

asi pengaruh DAU terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Indonesia. Nilai 

probabilitas t statistik pengaruh tidak lang-

sung DAU terhadap PAD melalui BM ada-

lah 0,001 lebih kecil daripada 0,05 menun-

jukkan hasil uji statistik menolak hipotesis 

nol yang menyatakan bahwa BM tidak 

mampu memediasi pengaruh DAU ter-

hadap PAD. Penelitian ini memperoleh 

bukti empiris bahwa DAU berpengaruh 

terhadap PAD melalui BM. Hipotesis 3 

pada penelitian ini adalah terbukti. Hasil 

penelitian ini menunjukkan pemberian 

bantuan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah berupa DAU dapat 

meningkatkan PAD melalui BM. 

Penggunaan DAU ditentukan sendiri oleh 

daerah berdasarkan prioritas daerah mas-

ing-masing. Hasil penelitian ini menunjuk-

kan bahwa agar DAU dapat meningkatkan 

PAD maka penggunaan pemanfaatan 

DAU tersebut digunakan untuk membiayai 

Belanja Modal daerah. 

SIMPULAN  

Simpulan penelitian ini yaitu (1) bahwa Da-

na Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 

negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Artinya, semakin tinggi DAU me-

nyebabkan semakin rendah PAD. Hasil 

penelitian ini menunjukkan pemberian da-

na transfer dari pemerintah pusat kepada 

pemerimtah daerah tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, dimana dana transfer dari 

pusat kepada pemerintah daerah diharap-

kan daerah mampu meningkatkan PAD. 

(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) ber-

pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Artinya, semakin tinggi 

DAK menyebabkan semakin tinggi PAD. 

Pemberian bantuan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah berupa DAK 

mampu meningkatkan kemandirian daerah. 

(3) Belanja Modal (BM) mampu memediasi 

pengaruh DAU terhadap PAD.  
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